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PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Iskandar Halim
Sri Habdayani

Abstrak: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyelurub,
optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,
dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran,
dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuban ekonomi, pemerataan
dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan Penanaman
Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan
untuk membina UMKM dalam program keterkaitan agar UMKM dapat dipacu pertumbuhannya dengan
memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM juga dilakukan
dengan pola kemitraan. Kendala-kendala dalam pengembangan investasi bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera
Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber
daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi
dilakukan dengan mengadakan pelatiban-pelatiban, kerjasama dengan pibak ketiga, meningkatkan sumber daya
manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi olehh UMKM di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Investasi.

A. Pendahuluan

berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara dan memang dikehendaki, baik olch Pemerintah

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. yang menjadi pelopor pembangunan, maupun

Amanat terscbut, antara lain telah dijabarkan oleh masyarakat. Pembangunan Nasional terse-

dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara but antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi,

Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan politik, hukum, intelektual maupun teknologi

amanat konstitusi yang mendasari pembentukan termasuk industri. Pembangunan nasional secara

seluruh Peraturan Perundang-undangan di bi- menyeluruh tersebut merupakan pembangunan

dang perekonomian. Agar cita“cita luhur tersebut yang produktif yang mengutamakan perbaikan

dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah ber- hidup rakyat menuju kemerdekaannya, mencip-

hasil direbut tersebut harus di isi dengan ber-
bagai bidang pembangunan karena dengan pem-
bangunan, yaitu pembangunan secara menye-
luruh dalam semua scktor yang melibatkan
semua lapisan masyarakat dalam pembangunan,
tujuan mulia yang dicita-citakan terscbut dapat
terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut
merupakan Pembangunan Nasional yang meru-

pakan suatu proses perubahan yang dilakukan

takan masyarakat adil dan makmur meliputi
segala bidang kehidupan dan meliputi segenap
bangsa Indonesia.!

Pembangunan Nasional yang mencakup
seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan
bersama olch masyarakat dan Pemerintah. Ma-
syarakat menjadi pelaku utama pembangunan
dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan,
membimbing, melindungi, serta menumbuhkan
suasana dan iklim yang menunjang.

Dhaniswara K. Harjono,SH.,MH.,M.B.A, Hukum Penanaman Modal, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm, 2-3.
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-Sesuai dengan amanat Ketetapan Maijelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Eko-
nomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usa-
ha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberda-
yakan sebagai bagian integral ekonom; rakyat
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi
strategis untuk mewujudkan strukeur perekono-
mian nasional yang makin seimbang, berkem-
bang, dan berkeadilan.?

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Mene-
ngah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan
melalui pengembangan iklim yang kondusif,
pemberian kesempatan berusaha, dukungan,
perlindungan dan pengembangan usaha seluas-
luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedu-
dukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kedil
dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan
ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapat-
an rakyat, penciptaan lapangan kerja dan peng-
entasan kemiskinai.

Usaha Mikro, Kecil dan Mcncngah meru-
pakan usaha yang mampu memperlyag lapangan
kerja dan memberikan pelayanan ckonomi se-
cara luas kepada masyarakat, dan dapat berpe-
ran dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat, mendorong  pertum-
buhan ekonomi, dan berperan dalam mewujud-
kan stabilitas nasional. Selain i, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah adalah salah, garu pilar
utama ekonomi nasional yang harug memperoleh
kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud ke-
berpihakan yang tegas kepada kelompok usaha
ekonomi rakyat, tanpa mengabaikay peranan
usaha besar dan Badan Usaha Milik pegara.

Demikian pula dengan pembangunan

koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk
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mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan
sekaligus sebagai gerakan ekononii rakyat yang
sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru
perekonomian nasional, yang merupakan wadah
untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat
di semua kegiatan perekonomian nasional, se-
hingga mampu berperan utama dalam mening-
katkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rak-
vat.
’ Untuk menegaskan arti penting dari usaha
mikro, kecil, menengah dalam struktur pereko-
nomian nasional, Pemerintah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan
tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usa-
hanya dalam rangka membangun perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang
berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mem-
pertegas keberpihakan politik ekonomi yang
akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga
tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusya-
waratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR
RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Eko-
pomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang
menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah
karena amanat Pasal 33 UuD 1945 belum
terwujud seperti yang diharapkan, schingga
perekonomian nasional tidak seimbang, akibat
ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan

terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Peme-
rintah menentukan pengaturan mengenai pe-
ngembangan Penanaman Modal bagi UMKM
dan koperasi dalam Undang-Undang Penanaman
Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13:

L. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha
yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi serta bidang usaha

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaba Mikro, Kecil dan Menengah.
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yang terbuka untuk usaha besar dengan
syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pe-
ngembangan usaha mikro, kecil, menengah
dan koperasi melalui prdgmm kemitraan,
peningkatan daya saing, pemberian do-
rongan inovasi dan perluasan pasar, serta

penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan me-
ngenai pengembangan penanaman modal bagi
usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut:
Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha
yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan
koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadang-
kan di sini adalah bidang usaha yang khusus
diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi
agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi
lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan tersebut, maka yang menjadi inti per-
- masalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

. 1. Bagaimana pengembangan investasi bagi

usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
di Sumatera Selatan?

2. Apa kendala-kendala dan upaya yang dila-

kukan pemerintah daerah dalam pengem-
bangan investasi bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi di Sumatera Sela-
tan?

. Pembahasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
25 Tahun 2007 menyebutkan Penanaman Modal
i;l'dalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
'baik oleh penanaman modal dalam negeri mau-
un penanaman modal asing untuk melakukan
blisaha di wilayah Negara Republik Indonesia.’
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Fitzgeral mengartikan investasi adalah:*
“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarik-
an sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk
mengadakan barang modal pada saat sekarang
dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran
produk baru masa yang akan datang”.

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu in-
vestasi asing dan domestik. Investasi asing meru-
pakan investasi yang bersumber dari pembiayaan
luar negeri. Sementara itu, investasi domestik
merupakan investasi yang bersumber dari pem-
biayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan
untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk
investasi dan tujuannya untuk memperoleh keun-
tungan.

Sedangkan usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah (UMKM) merupakan kelompok usaha
yang memiliki jumlah paling pesat. Selain itu
kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai
macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah
menjadi keharusan penguatan kelompok usaha
mikro, kecil, dan menengah yang melibatkan
banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk
dalam usaha mikro, kecil, dan menengah telah
diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-
undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria
yang dipergunakan untuk mendefinisikan pe-
ngertian dan kriteria usaha mikro, kecil, dan
menengah.

Pengertian-pengertian UMKM tersebut
adalah:

1. Usaha Mikro
Kriteria kelompok usaha mikro adalah
usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang me-
menuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.

. Indonesia, Undang-undang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1).
* Murdifin Haming dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis, Jakarta: PPM, 2003, hlm. 4.
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2. Usaha Kecil
Kriteria usaha Kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilaku-
kan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan iierupakan anak perusahaan
atau bukan cabang pcrusah:mn yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha mene-
ngah atau usaha besar yang memenuhi krite-
ria usaha kecil sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha eko-
nomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perscorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jum-
lah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Mene-

ngah menurut Undang-undang ini digolongkan

berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki

oleh sebuah usaha.

Maks. 300 Jula
>300 Juta-2,5 Milliar

> 50 Juta- 500 Juta

Usaha Menengah > 500 Juta- 10 Milliar | > 2,5 Milliar - 50 Milliar

Koperasi adalah badan usaha yang berang:
gotakan orang seorang atau badan hukum kope-
rasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan
prinsip koperasi sckaligus' sebagai gerakan cko-
nomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahte-
raan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perckonomian nasional dalam rangka mewujud-

kan masyarakat yang maju, adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

4. membangun dan mengembangkan posisi dan
kemampuan ckonomi anggota khususnya
dan pada masyarakat umumnya untuk me-
ningkatkan kescjahteraan ekonomi dan so-
sial;

b. berperan scrta secara aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat;

¢. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai
dasar kekuatan dan ketahanan perekono-
mian nasional dengan koperasi sebagai so-
koguru;

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengem-
bangkan perekonomian nasional yang meru-
pakan usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1. Pengembangan Penanaman Modal bagi Usa-
ha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di
Sumatera Sclatan

Pembangunan nasional yang mencakup
seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan
bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Ma-
syarakat menjadi pelaku utama pembangunan,
dan pemerintah berkewajiban mengarahkan,
membimbing, melindungi, serta menumbuhkan
suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan
koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan
pelayanan ekonomi sccara luas kepada masya-
rakat, dan dapat berperan dalam proses pemes
rataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berpe-
ran dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain
itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan
Koperasi adalah salah satu pilar utama ckonomi
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nasional yang harus memperoleh kesempatan
utama, dukungan, perlindungan dan pengem-
bangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpi-
hakan yang tegas kepada kelompok usaha eko-
nomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha
Besar dan Badan Usaha Milik-Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Mene-
ngah dan Koperasi telah menunjukkan peranan-
nya dalam perekonomian nasional, namun masih
menghadapi berbagai hambatan dan kendala,
baik yang bersifat internal maupun eksternal,
dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran,
sumber daya manusia, desain dan teknologi,
permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemam-
puan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebi-
jakan tentang pencadangan usaha, pendanaan,
dan pengembangannya namun belum optimal.
Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum
dapat memberikan perlindungan, kepastian ber-
usaha, dan fasilitas yang memadai untuk pember-
dayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan

~ cara:

a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah; dan

b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mi-
kro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan ke-
mampuan dan peran serta kelembagaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pereko-
nomian nasional, maka pemberdayaan tersebut

- perlu dilaksanakan olch Pemerintah, Pemerintah
" Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara
. menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro,

. Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan

. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan

" SIMBUR CAHAYA: VOLUME XVIil, NOMOR 48, ME| 2012

suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan

undang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan kope”
strategls

n kerja,
; usaha

rasi mempunyai peranan yang sangat
dalam aspek memperluas kesempatad

kesempatan berusaha, penyebaran lokas
pcrde-—

ingkat-
r non-
mikro,

yang mendukung pembangunan ckonomi
saan dan tak kala pentingnya adalah men
kan pendapatan masyarakat dan ekspo
migas. Oleh karena itu pembinaan usaha
kecil, menengah dan koperasi merupakass P9E
yang tidak terpisahkan dari program P
ngunan nasional.

: : uat
Atas dasar itulah pemerintah memb
mikro,

gram

kebijaksanaan untuk membina usaha
kecil, menengah dan koperasi dalam pro

- i ro
keterkaitan, dengan maksud agar usaha pilares
at dipacu
nsen-

kecil, menengah dan koperasi dap
pertumbuhannya melalui pembinaan yang i .
tif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan sesua!
dengan petunjuk Gubernur adalah Pﬂmberda‘
yaan ekonomi rakyat dengan titik berat P“-’mbcr‘
dayaan sumber daya ckonomi 6 {enam) sektor
unggulan daerah, yaitu:

Sektor Perkebunan;

Sektor Kehutanan;

Sektor Kelautan;

Sektor Pertambangan;

Sektor Pariwisata dan

o o T

Sektor Industri Kerajinan. — ==

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KoPct
rasi yang merupakan salah satu pilar Ck"“"_ml
kerakyatan terbukti mempunyai peranaft penting
di dalam menstabilkan gejolak ekonomi Fane

” 25 i
akibat krisis ekonom

hampir chaos sebagai
ya usaha

yang berkepanjangan, pada kenyataann
mikro, kecil, menengah dan koperasi

akar kebersamaannya yang kuat mampY pette
but. Hal

Mikro,
ndalkan

han menghadapi gempuran krisis terse
itu tentu menunjukkan bahwa Usaha
Kecil, Menengah dan Koperasi dapat dia
dalam setiap kegiatan ekonomi.

J Bt

———‘
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Tabel 1 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ter- teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumarera Selatan

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang
terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 kope-
rasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Mene-
ngah. Secara kescluruhan hasil evaluasi pembi-
naan terhadap UMKM ini perkembangannya
relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kele-
mahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang diha-
dapi oleh UMKM, antara lain:*

I. Faktor Internal
1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang
diperlukan untuk mengembangkan suatu unit
usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha
perorangan atau perusahaan yang sifatnya tcx—'tu-_
tp yang mengandalkan pada modal dari si
pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedang-
kan modal pinjaman dari bank atau lembaga
lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya
secara administrasi dan teknis yang diminta

oleh bank tidak dapat dipenuhi.
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yang sudah solid serta didukung dengan tekno-
logi yang dapat menjangkau internasional dan
promosi yang baik. '

1. Faktor Eksternal
L. Iklim usaba belum kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menum-
buhkembangkan UMKM dan koperasi terus
disempurnakan, namun dirasakan belum sepe-
nuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain
masih terjadi persaingan yang kurang sehat
antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengu-
saha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaba

Kurangnya informasi yang berhubungan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
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Data Kumulatif UMKM se-Sumatera Selatan batas yang mereka muliki juga tidak cepat berkembang
per 31 Desember 2010 Sebagian besar UMKM tumbuh secara dan kurang mendukung kemajuan usahanya
S 1 Rata-ata Perkembangan . . )
— e % TAHUN TAHUN TN.:%N ety tradisional dan merupakan usaha keluarga yang sebagaimana yang diharapkan.
No. URAIAN SATUAN | 2006 2007 2008 2009 2 Sebelumnya (%) turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM
5 7 5 6 7 8 124 baik dari segi pendidikan formal maupun penge- i :
il Z A | T@e 377 | 1006077 | 1907.652 | 1937.022 | 1.947.006 ] ; 3. Implikasi Otonomi Daerah
1 [ Jumiah UMKM Uplt 004 1905450 | 1806125 | 1935394 | 1.945375 . tahuan dan keterampilan sangat berpengaruh
haMimodanKedl | Uit 1.804.853 1.631 3.90 \
-Panguseha 1 1524 1527 1527 1628 / : biiid . Dengan berlakunya Undang-Undang No.
-Pengusahia Menengeh o 865005 | 0809255 | BEU0645 | 8037336 | 0081427 159 terhadap manajemen pengelolaan usahanya, se- i
2 | ModdKeralBlmestas | Rpta | S8R | oo bl Temaes | 7msaze| 7ete 103 litigea sk but suli ke heakisiks 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,
-Pengusaha Mikro dan Kecl | RpJuta 1083400 | 1083500 | 1083500 | 1.094.124 | 1164425 005 gga usaha tersebut sulit untuk berkembang K N ey ol
1083 083, 083, . : _ ewenangan da me ur dan -
- Hg’;"’gt’saha Menengah ﬁiﬁ: B | B | BSOSH | B N 1;3 ) dengan optimal. Di samping itu, dengan keterba- WERAnE L ;:ga bk 2 &
T ; 19.160.750 | 19.262. 450, e . . 3 urus masyarakat setempat. Perubahan sistem
-Pengusaha Mikro danKecl | Rp Juta fgﬁ e | hsi] sl 4522641 002 tasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit = Y —rORa 2
-Pengusaha Menengah _ Rp Jula 2849575 | 2850776 | 2851.451 | Z.B61527 | 2.880639 0.76 untuk mengadopsi perkemb, Lioloai b ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku
4 e s | oon | 2| 2searr| 2szos| 263794 | 2885991 o e ang teitiolog] barm bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru
oyt eninted. | oo Tonws | oazea|  peeve| oamma| 24762 | 1.1 untuk meningkatkan daya saing produk yan R et
Sorigahi Manencal Orang 24.19 & 4 & p yang - ; o
__| -Pengusaha Menengs o T yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini
Koperss den UKM Provinsi Sumatera Selatan dihasilkannya. i ; :
Sumber: Dinas Koperasi da tidak segera dibenahi maka akan menurunkan
Tabel 2 3L . daya saing UMKM. Di samping itu, semangat
. - Lemabnya jaiingan usaba dan kemampuan . ;
Data Kinerja Koperasi Tahun 2005-Desember 2010 pe:tetra.s}; p]asarg P kedacrahan yang berlebihan, kadang mencipta-
Provinsi Sumatera Selatan G P kan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha
— NS = embangan Tahun KM pada umumnya merupakan uni
TAHUN TAHUN | TAHUN TAHUN TAHUN ng'ggmﬂd,ngkan p e kan unit luar daerah untuk mengembangkan usahanya
- URAIAN SATUAN i 2007 2008 2009 2010 Tahun sebelumnya (%) | usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang df daerali el
j . 77| 649 ; i )
R Unit 3.7% sz_gg; 74;.;;33 wg-;gg 78‘;:?; S sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar Dalam rangka pemberdayaan sumber
s Ora 718.846 : : : ‘ 4 ang rendah, o : r ihasil- . ;
;2, i‘;ﬁfﬁ;}ﬁg&?& un?lg 1489 1512 1,535 94;“:152 Bﬁé»égg 14,12 i g‘ cr} hh, leh kartnabp Od:jk yang dihasil daya ckonomi 6 (enam) scktor Unggulan Daerah
- 7.549 947,971 L - o an jumlahnya sangat atas dan me ai s J
4| Modal Sendi 23335 Too | TR | e 0245 | 716433 128 e J "qu argak o sf = menipniya Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharap-
I Luar ad T 535.985 ) ualitas yang kur. titif. ' . st
: \hm::e Usaha RpJula | 2247681 z.ﬁgg;g 2:1?:2; 2-‘:?2-3"5;, 2?1 B 370 i bya g Kurang f’:pc Berbeda dengan kan mampu mengambil peran sekaligus menjadi
86.744 ; ¢ d ) usaha ar yan a e i jari . : ;
- 3“” n Tenaga Kerja 2—::;6 23,930 35.916 36.255 36741 37.163 1,15 ¢sar yang telah mempunyai jaringan lokomotif bagi UMKM lainnya dalam mengga-
8 enyerapal .

rap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dila-
kukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masya-
rakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha,
pembinaan dan pengembangan melalui pembe-
rian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin dicipta-
kan adalah kondisi berupa penetapan berbagai
peraturan perundang-undangan dan kebijaksa-
naan di berbagai aspek kehidupan ekonomi
agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesem-
patan yang sama, dan dukungan berusaha yang
seluas-luasnya schingga berkembang menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri.
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Menurut Bapak Wawan Gunawan bahwa
kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah
calon mitra binaan adalah:®
1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha

yang mempunyai prospek untuk berkem-

bang, diutamakan usaha yang digarap ada-

lah termasuk dalam 6 (enam) sektor ung-

gulan daerah Sumatera Selatan, yaitu:
Sektor Perkebunan,

a.
b. Sektor Kehutanan,
c. Sektor Kelautan,
d. Sektor Pertambangan,
e. Sektor Pariwisata,
f. Sektor Kerajinan
2. Menyediakan dana sendiri minimal 25%
dari yang dibutuhkan (diajukan)
3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan serta mempu-
nyai omset maksimal Rp. 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).
4. meniliki surat izin usaha dan telah rerdaftar
pada instansi terkait (legalitas usaha).
Usaha yang dijalankan telah beroperasi mi-
(dua) tahun dan tidak bersifat

tn

nimal 2
temporer atau spekulatif.

6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku
berjalan (minimal 2 kali)

7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau
dengan kata lain tidak hanya mengandalkan
bantuan semata dan telah mempunyai tena-
ga kerja.

Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil
dalam kaitannya dengan penanaman modal
diatur dalam Keputusan Bersama Menteri

Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi

- -npah Sumatera Selatan, 2007 o
: dl‘;,ihgfnlz:ﬁid Koperasi, Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
., N1 B
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Negara Investasi Bidang Peningkatan Ke-
mampua:: Badan Usaha Nasional dan Direk-
tur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan
Menengah No. 10/SKB/ASMEN.IV/X/98
dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pember-
dayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan
dalam rangka Penanaman Modal.

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan
sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melak-
sanakan kemitraan di bidang penanaman modal.
Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian
pendahuluan dikatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan
peran usaha kecil secara optimal dalam perekono-
mian nasional yang masih menghadapi berbagai
hambatan baik bersifat eksternal maupun inter-
nal, seperti bidang produksi, pengolahan, pema-
saran, permodalan, sumber daya manusia dan tek-
nologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kon-
dusif guna mendorong tumbuh dan berkembang-
nya kegiatan berusaha yang saling menguntungkan
antara usaha kecil dengan usaha menengah dan
usaha besar.”

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut
adalah:’
1. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan
dalam pemberdayaan usaha kecil melalui
kemitraan antara usaha kecil termasuk ko-
perasi dengan usaha menengah atau besar
dalam pelaksanaan penanaman modal;
Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pem-
binaan dan pengembangan kemitraan antar-
usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha
menengah atau besar di bidang penanaman
modal baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah;

Kemitraan merupakan kerjasama antara
usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha

% Ibid, hlm. 151-153.
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menengah atau besar disertai pembinaan dan
pengembangan oleh usaha menengah atau besar
dengan memperhatikan prinsip saling memerlu-
kan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam
rangka penanaman modal meliputi sebagai beri-
kut:!°

1. Pola inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau
usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha
kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksana-
kan pembinaan mulai dari penyediaan sarana
produksi, bimbingan teknis, sampai dengan
pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/
atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan
pengembangan usaha kecil yang menjadi plas-
manya.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti
plasma ini adalah dapat memberikan manfaat
timbal balik antara pengusaha besar atau mene-
ngah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai
plasma melalui cara pengusaha besar/menengah
memberikan pembinaan serta penyediaan sarana
produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta
pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar
telah membagi risiko dan peluang bisnis dengan
pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena
itu melalui model inti plasma akan tercipta
saling ketergantungan dan saling menguntung-
kan.

2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi
komponen yang diperlukan oleh usaha menengah
atau usaha besar sebagai bagian dari produksi-

nya. Usaha menengah atau usaha besar membe-

* Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, him.149.
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rikan pembinaan dan pengembangan kepada
usaha kecil.

3. Pola Dagang Umum

Dalam pola ini, usaha menengah atau
usaha besar memasarkan hasil produksi usaha
kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang
diperlukan oleh usaha menengah dan usaha
besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan
pada umumnya, kemitraan antara usaha mene-
ngah atau usaha besar dan usaha kecil dapat
berlangsung dalam bentuk kerjasama pema-
saran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan
pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk
memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usa-
ha menengah atau usaha besar yang bersang-

kutan.

4. Pola Waralaba

Dalam pola ini, usaha menengah atau
usaha besar sebagai pemberi waralaba memberi-
kan hak penggunaan lisensi, merck dagang dan
saluran distribusi perusahaannya kepada pene-
rima waralaba disertai bantuan bimbingan mana-
jemen. Usaha menengah atau usaha besar yang
bermaksud memperluas usahanya dengan cara
memberikan waralaba, memberikan kesempatan
dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki
kemampuan untuk bertindak sebagai penerima
waralaba untuk usaha yang bersangkutan,

5. Pola Keagenan

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak
khusus untuk memasarkan barang dan jasa
usaha menengah atau usaha besar mitranya,
Dalam hal ini menunjukkan usaha kecil sebagai
agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang
tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliha-
raan/perbaikan yang memetlukan investasi ter-
sendiri.

6. Pola Saham

Dalam pola i, usaha menengah atau
usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha
kecil dalam pemilikan saham pada pendirian
proyek/badan usaha batu atau melalui pembelian
saham dengan harga yang wajar dengan sistem
pembayaran yang ringan dan tidak merugikan

usaha kecil mitranya.

II. Kendala dan Upaya Pcngcmba_ng:m I’cnfn-
naman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi di Sumatera Selatan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan
secara menyeluruh, optimal, dan berkesinam-
bungan melalui pengembangan iklim yang kon-
dusif, pemberian kesempatan berusaha, du-
kungan, perlindungan dan pengembangan usaha
seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan
kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujud-
kan permumbuhan ckonomi, pemerataan dan
peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan la-
pangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Mene-
ngah dan Koperasi telah menunjukkan peranan-
nya dalam perekonomian nasional, namun masth
menghadapi berbagai hambatan dan kendala,
baik yang bersifat internal maupun cksternal,
dalam hal produksi dan pengolahan. pemasarar,
sumber daya manusia, desain dan teknologi,

permodalan, serta iklim usaha.

1. Kendala-kendala Pengembangan Penanaman "
Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah 3

dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Kurangnya pendanaan
Permodalan merupakan faktor utama
yang diperlukan untuk mengembangkan
suatu unit usaha. Umumnya UMKM

ool
merupakan usaha perorangan atd

perusahaan yang sifatnya tertutup ya
mengandalkan pada modal dari si pest
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lik yang jumlahnya sangat terbatas, se-
dangkan modal pinjaman dari bank
atau lembaga lainnya sulit diperoleh,
karena persyaratannya secara adminis-
trasi dan teknis yang diminta oleh bank
tidak dapat dipenuhi.
Sedangkan permodalan yang diperoleh
dari bantuan pemerintah atau asistensi
pihak ketiga sangat terbatas.
Kurang Koordinasi aitar Instansi Ter-
kait
Pelaksanaan pengembangan penanaman
modal bagi UMKM dan koperasi ini
melibatkan beberapa instansi terkait.
Perlunya koordinasi antar instansi ter-
kait ini sangat penting untuk memben-
tuk sinergi dari pelaksanaan pengem-
bangan UMKM dan Koperasi secara
utuh di Sumatera Selatan sehingga pem-
berdayaan UMKM dan Koperasi dapat
diselenggarakan secara menyeluruh,
optimal dan berkesinambungan melalui
pengembangan iklim yang kondusif,
pemberian kesempatan berusaha, du-
kungan, perlindungan dan pengem-
bangan usaha seluas-luasnya, sehingga
mampu meningkatkan kedudukan, pe-
ran dan potensi UMKM dalam mewu-
judkan pertumbuhan ekonomi, pemera-
taan dan peningkatan bcndapatan rak-
yat, penciptaan lapangan kerja, dan
pengentasan kemiskinan,
Keterbatasan Sumber Daya manusia
Kendala dalam pemberdayaan UMKM
dan Koperasi umumnya disebabkan
oleh rendahnya kualitas sumber daya
manusia yang tecermin dari kurang ber-
kembangnya kewirausahaan, lemahnya
daya inovasi dan kreativitas serta ren-
dahnya disiplin, etos kerja dan profe-
sionalisme.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah
daerah dalam pengembangan Penanaman
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modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a.

Pelatihan
Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi
pengusaha dengan tujuan dapat mening-
katkan kemampuan dan inovasi serta
kreativitas dalam melakukan kegiatan
usahanya. Pelatihan-pelatihan ini meli-
batkan perwakilan para pengusaha
yang ada di kabupaten-kabupaten dan
kota di Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya

Pengembangan dalam bidang desain dan

teknologi, hal ini dilakukan dengan mak-

sud:

1) Meningkatkan kemampuan di bi-
dang desain dan teknologi serta
pengendalian mutu; 2) meningkat-
kan kerjasama dan alih teknologi;
3) meningkatkan kemampuan Usa-
ha Kecil dan Menengah di bidang
penelitian untuk mengembangkan
desain dan teknologi baru; 4) mem-
berikan insentif kepada Usaha Mi-
kro, Kecil dan Menengah yang me-
ngembangkan teknologi dan meles-
tarikan lingkungan hidup; dan 5)
mendorong Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah untuk memperoleh
sertifikat hak kekayaan intelektual.

b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pengembangan UMKM dan Koperasi
di Sumatera Selatan terus dilakukan.
Kerjasama dengan PT Telkom misalnya
dalam memberikan keterampilan ke-
pada Pegawai yang ada di Kanwil Kope-
rasi dan UKM dalam pengembangan
UKM Center yaitu dengan pengembang-
an teknologi komputer sehingga seluruh
informasi tentang Koperasi dan UKM
dapat diakses sccara online. Hal ini



